BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 242  TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang :

Mengi

09

KABUPATEN JEMBER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi_pe I yang tepat

fungsi, tepat proses dan tepat ukuran p | penataan kembali

b. bahwa dalam rangka , _struktur
dan proses _ lingkungan
strategisms , ald penyempurnaan  dan
pe ngsl perangkat daerah;

pertimbangan sebagaimana

ruf"a dan huruf b, perlu menetapkan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

ungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jember;

o o

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

/




Menetapkan :

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Tahun 2018;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri ahun 2017
Tentang Pedoman Nomenklatur rovinsi dap
Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksat *uhgsi Penurjang
Penyelenggara ¢INEF

an-uJ

. Peraturan Menteri ahiun 2017 tentang

Daerah Provinsi dan

Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan

paten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan

Bidang Perindustrian;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentangPembentukan dan  Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jember.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jember.

6. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jember.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada—Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten-d

Dinas Perindustrian dan
Jember.

9. Kepala Seksi
Perindus te
nJutnya disingkat
Perindustrian dan

dan Perdagangan Kabupaten Jember.

an Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten
Jember.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang perindustrian dan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan di bidang perindustrian dan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.




(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian
dan perdagangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian
dan perdagangan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang
perindustrian dan perdagangan;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian
dan perdagangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
a. Kepala Dinas; 1
b. Sekretariat, membawahi : '
1. Sub Bagian Umum dan Ke »_. /a’ n; d ng

2. Sub Bagian Perencanaa - 2 eyiangan
c. Bidang Perindustri
1. Sek31P ba ;_. ; d i
2. Sek gends 11 Penngawasan-thdustri ; dan
—3-%ek - a ada omosi-Investasi Industri.
(ﬂ, | Bid erd ga‘ng mbawahi :
i PengelotaanPasar;

1.8
lj Seksi Pe gendalian Barang Pokok dan Penting; dan
8;/ Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Lokal.
e.-Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan,
membawahi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
2. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan.
3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
f. UPTD ; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

.,
-




BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi
umum, Kkepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan
program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(1), Sekretariat, mempunyai fungsi:

a. penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari
bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;

b. pengkoordinasian penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;

c. Pelaksanaan penyusunan rencana Kkerja program
kegiatan dinas; ﬁ

d. penghimpunan dan pengkoerdinasian pen
informasi, evaluasi ~dan| pelaporg
kegiatan dinas;

e. penyelenggaraan a
leobtian pohEl

nan data

ai oleh dinas;

urusan  administrasi umum  dan

awaian, penatausahaan keuangan dan barang,

penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan

dinas;

h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan
kinerja organisasi dinas;

i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan
tatalaksana

j. pengelolaan kearsipan dinas

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan
kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas,
Kepegawaian, Pengumpulan Dokumen serta melaksanakan
tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.




(2)

(@)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat(l), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai
fungsi:

a. pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan
dinas;

c. penyiapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan
lainnya

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;

e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis
jabatan di lingkungan dinas;

f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang;

g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pen
pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/
kantor ;

h. penatausahaan, pengamanan
aset/barang milik daerah;

pengusulan seluruh

canaan, Pelaporan dan Keuangan
Pasal 6

Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data,
penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan
pelaporan, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas,
pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan

mempunyai fungsi:

a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD,;

b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi
OPD;

c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan
dan laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku;




e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup dinas;

f. penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran; dan

g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran

h. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung,
belanja tidak langsung, dan penerimaan retribusi daerah
yang menjadi kewenangan dinas;

i. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system
informasi keuangan daerah;

j. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;

k. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban
keuangan;

1. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi
permintaan pembayaran;

m. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi
keuangan secara periodik dengan BPKAD;

n. penyiapan bahan monitoring realisasi
pengeluaran,;

o. mengumpulkan

menindaklanjuti la

pengkoordinasi

ata

srimaan dan

Bidang Perindustrian
Pasal 7

Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan
pemantapan pembangunan sumberdaya industri,
pengendalian dan pengawasan industri, kerjasama, dan
promosi investasi industri serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi meliputi:

a. pelaksanaan pengusulan dan pertimbangan teknis
penunjukan, perubahan status, fungsi, pengelolaan
industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan
pengembangan industry Kecil dan Menengah ;

b. penetapan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota, @ Bimbingan Teknis pembinaan,
pengembangan sarana usaha, produksi,peningkatan
mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi
produk dan inovasi teknologi di bidang industri Kecil dan




Menengah serta pembinaan dan pengembangan
industri;

pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis,
pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan
industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan
pengembangan industry;

pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis penilaian
dan pengesahan industri Kecil dan Menengah serta
pembinaan dan pengembangan industri;

penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis
iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha di
bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan
dan pengembangan industri;

penyusunan rencana pengembangan wilayah pusat
pertumbuhan industri, dalam rencana tata ruang dan
wilayah;

pelaksanaan koordinasi penjaminan ketersediaan
penyaluran sumber daya alam,
peningkatan pengusaha dan soptimalkan
pemanfaatan teknologi industri di-wi
kota;
pemfasilitasian
kreatifitas da
industri :

PE

oordinasi dalam rangka pembinaan
manajemen limbah Industri;

ksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan
pengembangan industri,
Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan,
promosi investasi industri, pembangunan sumber daya
industri, dan pemberdayaan industri;
. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan,
promosi investasi industri, pembangunan sumber daya
industri, , dan pemberdayaan industri;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di
bidang pengawasan, promosl investasi industri,
pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan
industri;dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.




(1)

(2)

Paragraf 1
Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri
Pasal 8

Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri , mempunyai
tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan,
menganalisis dan mengevaluasi, melaporkan Kkegiatan

Pembangunan Sumberdaya Industri serta melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Pembangunan Sumberdaya Industri mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang pernbangunan tenaga kerja industri dan
penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan
kabupaten/kota;

b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, kebijakan daerah di
bidang pernanfaatan, jaminan ketersediagn— dan

penyaluran, serta pelarangan dan pembats ekspor
Sumber Daya Alam Kabupaten;

c. Penyiapan perumusan, pelaksarmna erah di
bidang pengembangan dan an A i tivitas da
inovasi;

d. Penyiapan pé¢ . pelaksana ; karm daerah di
bidang o ngan peénianfaatan Teknologi

dustry; \
1 aksanaa \?/ij a eknis industry kecil dan

ngkatan penguasaan dan pengoptimalan pemanfaatan

ologi industry kecil dan menengah;

g-pelaksanaan inovasi produk masyarakat dalam
pembangunan industry kecil dan menengah;

h. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan teknis industri kecil
dan menengah;

i. perencanaan petunjuk bimbingan teknis, pedoman
pembinaan kegiatan usaha guna pengembangan sarana
usaha dan produksi di bidang industry kecil dan
menengah;

j- perencanaan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil

produksi, penerapan standar pengawasan mutu,
diversifikasi produk dan inovasi teknologi;

k. pemberian fasilitasi penyediaan ruang dan wilayah,
pengembangan sentra industri kreatif, pelatihan teknologi
dan desain, konsultasi, advokasi dan fasilitasi
perlindungan HKI khususnya bagi industri kecil dan
menengah untuk masyarakat dalam berkreativitas dan
berinovasi serta promosi dan pemasaran produk industri
kreatif; dan

l. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.



Paragraf 2
Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri
Pasal 9

(1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri mempunyai
tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan,
menganalisa  dan mengevaluasi  dan melaporkan
pengendalian dan Pengawasan Industri serta tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri
mempunyai fungsi meliputi :
a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang pernbangunan /
tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri
untuk industri unggulan kabupaten/kota;
b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaliasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang pe 1 faatan,
jaminan ketersediaan dan penys erta-pelarangan
dan pembatasan Daya| Alam
Kabupaten/kota;
Penyiapan p€

evdluasi dan

pelaksanaan dan pelaporan
dderah di bidang pengembangan dan
ologi Industri;
pelaksandan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan industry kecil dan menengah;
pengawasan pelaksanaan kegiatan industry kecil dan
menengah; dan
n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 3
Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri
Pasal 10

(1) Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri mempunyai
tugas merencanakan, mengkoordinasikan melaksanakan,
menganalisa dan mengevaluasi dan melaporkan kerjasama
dan promosi investasi industri serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kerjasama dan Promosi Investasi Industri
mempunyai fungsi meliputi :




a. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang perjanjian kerja
sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama;

b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi
pemberian rekomendasi perizinan bidang industri,
pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan
pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin
Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan
Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan
oleh Pemerintah Kabupaten;

c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah terkait promosi investasi
dan fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang
menjadi kewenangan kabupaten; dan

d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perd:s PANge
P8 ﬂ

awdsan barang beredar, Pengendalian
K _den penting serta tugas lain yang diberikan

ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi meliputi

a. perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan
perdagangan dalam negeri,;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan
perdagangan dalam negeri;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan
perdagangan dalam negeri;

d. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan
dalam negeri;

e. pelaksanaan administrasi Dinas Perdagangan
Kabupaten/Kota;

f. penyusunan rencana kegiatan di bidang Perdagangan;

g. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam
rangka pelaksanaan rekomendasi perijinan dan non
perijinan di bidang perdagangan,;

h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi dalam
penyelenggaraan pengawasan barang beredar;




i. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan,
monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan
stabilisasi harga;

f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan penyelenggaraan
perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang,
pasar lelang dan pasar tradisional ;

g. pengelolaan sarana distribusi perdagangan, memverifikasi
perencanaan pembangunan dan pengelolaan sarana
distribusi perdagangan, mengkoordinasikan pelaksanaan
monitoring pembangunan sarana distribusi perdagangan;

h. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelola sarana
distribusi perdagangan masyarakat;

i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait untuk
menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan
barang penting di tingkat daerah;

j. pelaksanaan pemantauan harga terhadap barang
kebutuhan pokok dan penting di tingkat pasar;
pemberian layanan informasi harga melalui—Ssistem
aplikasi;

k. pelaksanaan operasi pasar dan pdsg dalam
rangka stabilisasi harga be barang

penting;
’ sidi |d g ingkat
me ; pengadaan,
242 n
al prosedur bagi perijinan;

l. pengawasan p
e¢knis di bidang kelembagaan

aran perusahaan; dan
0 pasunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

Paragraf 1
Seksi Pengelolaan Pasar
Pasal 12

(1) Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan melaporkan
kegiatan pengelolaan pasar serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi
meliputi:

a. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan
pengelolaan pasar dan distribusi;

b. penyiapan bahan  kebijakan rencana  distribusi
perdagangan;

c. penyiapan bahan teknis pembinaan dan pengembangan
pasar;




d. pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan
informasi pasar;

e. perencanaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan operasi pasar dan pasar murah;

f. pelaksanaan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan,
pengendalian kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok
masyarakat serta kerjasama dengan dunia usaha di bidang
distribusi barang;

g. pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegakan hukum
dan instansi yang terkait;

h. pembinaan dan pengembangan resi gudang;

i. pelaksanaan pembinaan, perawatan dan pengembangan
pasar tradisional ;

j. peyusunan rencana program bongkar muat di lingkup
pengelolaan pasar;

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 2
Seksi Pengendalian Barang Pokok dan F

okok dan [Periting mempunyai
nelaksa menganalisa,
an kegiatan pengendalian Barang

ain yang diberikan oleh Kepala

(1) Seksi

eksi pengendalian barang pokok dan penting

punyai fungsi meliputi:

a. penyusunan rencana Kegiatan pengawasan barang
beredar;

b. penyiapan bahan bimbingan teknis pengawasan barang
beredar

c. pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pengawasan barang
beredar dan jasa di pasar serta koordinasi dengan
instansi berkaitan penegakan hukum;

d. pelaksanaan koordinasi kegiatan lembaga perlindungan
konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), pembentukan
dan fasilitasi operasional perwakilan badan perlindungan
konsumen nasional (PBPKN) dan badan penyelesaian
sengketa konsumen (BPSK);

e. pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

f. pembinaan dan pemberdayaan petugas pengawas
peredaran barang dan jasa (PPBJ) dan penyidik pegawai
negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK);

g. pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan
barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten;




h. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang
kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten;

i. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan
stok dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat
daerah kabupaten;

j. pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan fasilitas
penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi
dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan
berbahaya;

k. penyediaan data dan informasi serta pemantauan harga
serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan
penting di tingkat daerah kabupaten,;

l. pelaksanaan pengawasan pengadaan dan penyaluran
barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah
kerjanya;

m. pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran dan
penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya; da

tingkat daerah kabupaten/kota
o. menjamin Kketersediaan bars

p. penyusunan
pelaksanaa

naan dan pemasaran produk lokal mempunyai

merencanakan, melaksanakan, menganalisa,

mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Promosi Produk
lokal dan Pengembangan Usaha serta tugas lain yang
diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi penggunaan dan pemasaran produk lokal
mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan rencana program di bidang pembinaan dan
pengembangan produk local, promosi dan peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri;

b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengawasan sarana
perdagangan serta persetujuan penyelenggaraan sarana
penunjang perdagangan;

c. pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan standar
kualitas produk local

d. pengelolaan standar mutu produk local

e. pelatihan teknis peningkatan mutu pelaku pengolahan
produk lokal




f. pelaksanaan  bimbingan teknis pembinaan dan
pengembangan usaha perdagangan dan pendaftaran
perusahaan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan
program dan kegiatan;

h. pelaksanaan penerbitan dan sosialisasi SOP penerbitan
rekomendasi perijinan dan non perijinan di bidang
perdagangan; dan

i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.

j. identifikasi dan pengembangan produk lokal/unggulan

daerah;

k. identifikasi pelaku usaha mikro kecil menengah sektor
perdagangan;

1. peningkatan kemitraan usaha;

m. promosi produk lokal/unggulan daerah,;

n. peningkatan akses pasar produk dalam negeri; dan

0.

penyediaan data dan informasi produk lokal/unhggulan

p. penyusunan laporan
pelaksanaan tugas;

sarana Industri dan Perdagangan

merencanakan, melaksanakan dan

hasikan, menyusun rencana program kegiatan
angunan Sarana dan Prasarana Industi dan

Perdagangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana Industri dan
Perdagangan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan rencana kerja di bidang Pembangunan
Sarana dan Prasarana Industri dan Perdagangan

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
pembangunan sarana dan prasarana Industri dan
Perdagangan;

c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang
sarana dan prasarana Industri dan Perdagangan;

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembangunan sarana dan prasarana Industri dan
Perdagangan;

€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.




Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Pasar
Pasal 16

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
pasar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi
meliputi :

a. penyusunan rencana program sarana dan prasarana pasar
dan Pedagang Kaki Lima ;
b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis pengembangan
pembangunan sarana dan prasarana pasar dan PKL;
c. ldentifikasi dan pengusulan pembangunan
prasarana pasar dan PKL ;
d. pelaksanaan monitoring evaluasi
pembangunan sarana dan
penyusunan laporan

anakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi

an melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana Perdagangan serta tugs lain yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Seksi sarana dan prasarana perdagangan

mempunyai fungsi meliputi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan
perdagangan dan prasarana warung;

b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan
pengembangan terkait pembangunan sarana dan
prasarana perdagangan dan warung ;

c. Identifikasi, pengusulan rencana pembangunan sarana
dan prasarana perdagangan dan warung;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan
dan warung; dan

€. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas.



Paragraf 3
Seksi Sarana dan Prasarana Industri
Pasal 18

(1) Seksi Sarana dan Prasarana industri mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, menganalisa, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana
industri serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Seksi Sarana dan Prasarana industri mempunyai fungsi

meliputi :

a. penyusunan rencana program dan kegiatan sarana dan
prasarana industri ;

b. Penyiapan bahan pertimbangan teknis dan pengembangan
pembangunan sarana dan prasarana industri;

c. perencanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;

d. pelaksanaan identifikasi dan usulan terkait rencana
pembangunan Gedung Industri;

e. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporz egiatan
pengelolaan sarana dan prasarana — ind ; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaba ; sanaan
tugas

f. Penyiapan perumusarn,pe aporan
kebijakan _ddera d dan

industri adustri  menengah

nusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
di_bidang fasilitasi pengembangan Wilayah
rtirnbuhan Industri, Kawasan Industri, dan
astruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan
eh Pemerintah Kabupaten;
Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri
hijau untuk industri unggulan Kabupaten;
Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasd -dan
pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi
industr] yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten;
Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem Onformasi
industr( di kabupaten/kota;

BAB IV
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pasal 19

(1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian

tugas Dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.




(3) UPTD merupakan klasifikasi B.
(4) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian
tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 20

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, /
sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

satuan organisasi wajib mengawasi

annya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengambil langkah - langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing - masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing - masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai
hubungan kerja.




Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN
Pasal 23

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang -

undangan.
(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh

1]l

k{} erupakan Jabatan Eselon II b atau

pimpinan Tinggi Pratama.

etarxs merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan

Admmlstrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau

Jabatan Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, Kepala UPT
merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor S53),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 8 Maure € 2021
BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 8 Macet 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 22
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